IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG HAK CIPTA TERKAIT MECHANICAL RIGHTS (

PENGGANDAAN ) LAGU DIKARAOKE KELUARGA KOTA





A. Hak atas Kekayaan Intelektual ( HaKI ) 
1. Pengertian hak atas kekayaan intelektual ( HaKI ) 
Secara sederhana hak atas kekayaan intelektual adalah suatu hak 
yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang 
bermanfaat bagi manusia. Hak atas kekayaan intelektual juga bisa 
diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat suatu yang 
berguna bagi orang lain.
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Hak kekayan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas suatu 
benda yang bersumber dari hasil kerja otak hasil kerja rasio. Pada 
prinsipnya, setiap orang harus memperoeh imbalan bagi kerja kerasnya. 
Jika seorang musisi sudah bersusah payah menciptakan lagu atau music 
yang menarik dan disukai orang lain, maka musisi itu harus atau berhak 
memperoleh imbalan setiap kali music atau lagunya dinikmati oleh orang 
lain. Hal ini juga bertolak dari kaedah sederhana dalam hidup kita, yakni 
kalau kita mau menikmati suatu karya orang lain, maka kita harus 
memberi orang itu suatu imbalan. Itulah intisari atau makna dasar dari hak 
atas kekayaan intelektual. 
Objek atau hal – hal yang diatur dalam Ha katas kekayaan 
intelektual adalah karya – karya yang lahir dari kemampuan intelektual ( 
daya pikir )  
                                                             




manusia. Ringkasnya, ha katas kekayaan intelektual terkandung dalam 
semua ciptaan atau hal yang dibuat manusia dengan memeras otaknya. 
Batasan hak kekayaan intelektual adalah terpisahnya antara hak 
kekayaan intelektual dengan hasil material yang menjadi jelmaannya. 
Yang dimaksudkan adalah benda berwujud ( benda materil ). Suatu contoh 
yang dapat dikemukakan misalnya hak cipta dibidang pengetahuan ( 
berupa hak atas kekayaan intelektual ) dan hasil material yang menjadi 
bentuk jelmaannya adalah buku. 
Adapun jenis yang dirumuskan para ahli, hak kekayaan intelektual 
selalu dikaitkan dengan tiga elemen yaitu adanya suatu hak eksklusif yang 
diberikan oleh hokum, hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang 
didasarkan pada kemampuan intelektual dan kemampuan intelektual 
tersebut memiliki nilai ekonomi.
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Berkarya itu penting, tetapi tidak kala pentingnya adalah mengurus 
status hukumnya, agar hak cipta dapat terjamin. Demikian pula, tidak ada 
salahnya menikmati karya orang lain, selama kita tidak mengabaikan hak 
– hak pembuatnya. Dengan memahami hak atas kekayaan intelektual kita 
akan terhindar dari berbagai masalah seperti telah disebutkan diatas. Oleh 
karena itu sudah semestinyalah kita harus taat kepada hukum yang 
berlaku, sehingga tidak saling merugikan atara satu pihak dengan pihak 
yang lainnya. 
 
                                                             
11 Toni suryo utomo, Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global, Yogyakarta : Graha Ilmu.2010.hlm.2 
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2. Jenis – jenis Hak atas Kekayaan Intelektual ( HaKI ) 
Secara hukum hak atas kekayaan intelektual dibagi menjaddi dua 
bagian, yaitu : 
1. Hak Cipta ( copyrights ), dan 
2. Hak  Kekayaan Industri ( industrial property rights ). 
Hak kekayaan industry selanjutnya bisa dipilah lagi menjadi 
beberapa sub – jenis. Pemilahannya bisa berbeda tiap Negara. Di 
Indonesia, pemilahannya berdasarkan undang – undang yang sudah ada, 
yakni : 
1. Paten  
2. Merek atau Merek Dagang 
3. Desain Industri 
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 




Dengan demikian kita kini telah mengetahui bahwa hak cipta yang 
sering kita dengar di media massa merupakan bagian dari hak atas 
kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual ( HaKI ) pada 
dasarnya adalah hak privat ( perdata ), dalam arti seseorang bebas untuk 
mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas hak atas 
kekayaan intelektualhak atas kekayaan intelektual ( HaKI )-nya atau tidak.  
                                                             
12 Sally Sitanggang, HAKI ( Hak Kekayaan Intelektual ), Jakarta : esensi erlangga group, 2008. Hlm 1- 3. 
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Jika tidak dilakukan ia tidak akan dituntut apa apa, tetapi ia akan rugi 
sendiri kalau orang lain seenaknya memanfaatkan, atau bahkan mengaku – 
ngaku karya ciptaannya. Dengan adanya hak atas kekayaan intelektual ( 
HaKI ), diharapkan kratifitas manusia juga akan terdokumentasi dengan 
baik sehingga lebih mudah dan akhirnya lebih murah, untuk dimanfaatkan 
oleh masyarakat luas. 
B. Hak Cipta ( copyrights ) 
1. Pengertian Hak Cipta ( copyrights ) 
 
Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima 
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi 
izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pmbatasan menurut 
peraturan perundang – undangan yang berlaku.  
Sedangkan menurut pasal 1 angka ( 1 ) undang – undang nomor 28 
tahun 2014 adalah Hak hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Izin atau lisensi dalam hak cipta merupakan suatu yang melekat 
pada diri pemegang hak atas suatu karya, walaupun dalam undang – 
undang lisensi mengenai hak cipta tidak diatur, namun dengan mengacu  
pada ketentuan umum dan analogi pada ketentuan pemberian lisensi yang 
diatur dalam  
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undang – undang yang mengatur mengenai perlindungan Hak atas 
Kekayaan Intelektual,
13
 lisensi pada hak cipta pada dasarnya tetap 
diperbolehkan, selama dan sepanjang syarat – syarat lahirnya lisensi 
sebagai suatu perjanjian terpenuhi secara sah. 
Selain pengertian hak cipta diatas undang undang nomor 28 tahun 
2014 tantang hak cipta ini juga memberikan pengertian pengertian yang 
tercakup dalam ruang lingkup hak cipta ini yaitu : 
 Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang 
bersifat khas dan pribadi. 
 Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, 
seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, 
imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang 
diekspresikan dalam bentuk nyata. 
 Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, 
pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau 
pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang 
menerima hak tersebut secara sah. 
 
 
                                                             
13 Gunawan widjaja, Seri Hukum Bisnis ( LISENSI ), Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2001. Hlm.63 
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 Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang 
merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer 
fonogram, atau lembaga Penyiaran. 
 Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang 
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampi]kan dan 
mempertunjukkan suatu Ciptaan. 
 Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama 
kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan 
perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman 
pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. 
 Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga 
Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran 
komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam 
melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 
 Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang 
diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam 
bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan 
fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. 





 Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu 
ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non 
elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu 
ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. 
 Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan 
satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan 
dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. 
 Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman 
gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, 
atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. 
 Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, 
atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang 
tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya. 
 Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak 
Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di 
lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal. 
 Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi 
adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram 
melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat 






atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu 
yang dipilihnya. 
 Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran 
Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. 
 Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang 
mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik 
Hak Terkait. 
 Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon 
kepada Menteri.  
 Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak 
Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk 
melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak 
Terkait dengan syarat tertentu. 
 Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu 
Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau 
pemilik hak terkait. 
 Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk 
badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang 
Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak 





 Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak 
Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil 
penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan 
ekonomi. 
 Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan 
dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. 
 Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan 
kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak 
Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan 
pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum 
tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta 
dan/atau pemilik Hak Terkait. 
 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum. 
 Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 
 Hari adalah Hari kerja. 
Hak ekslusif adalah hak yang hanya semata – mata diperuntukan 
bagi emegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan 




 yang menerima hak dari pencipta.
14
dengan kata lain pencipta adalah 
pemegang seluruh hak atas karya tersebut. 
 
2. Perkembangan hukum hak cipta di indonesia 
Dalaam perkembangan haki di bidang hak cipta, sebenarnya sudah 
mendapat perhatian cukup dengan perangkat peraturan perundang 
undangan, prosedur administrative dan pengelolahan oleh Negara, tetapi 
karena tuntutan perkembangan internasional serta masalah penegakan 
hukum, disamping kepentingan manfaat ekonomis dari perlindungan hak 
cipta, ppembaharuan hukum hak cipta menjadi demikian penting dalam 
kerangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta peranan 
Negara secara keseluruhan terhadap potensi nasional khususnya kekayaan 
seni budaya yang perlu dilindungi oleh undang undang. 
Dalam takaran ekonomi, kelahiran suatu karya telah begitu 
melibatkan, tenaga , waktu, dan biaya. Kalau factor-factor tersebut 
dikonversikan kedalam angka angka, maka itu semua akan menunjukan 
nilai karya tersebut. Oleh karena adanya manfaat dan nilai ekonomis pada 
suatu karya cita, timbullah kemudian konsepsi mengenai kekayaan. Pada 
gilirannya, tumbuh konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk 
melindunginya. Pengembangan konsepsi hukum ini, bila dilihat dari segi 
usaha untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau 
menghargai jerih  
                                                             
14 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek – aspek hukumnya, Jakarta : Rineka Cipta, 2010. Hlm. 9  
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payah atau hasil karya orang lain, memiliki arti yang penting. Apabila 
kalau hal ini ini ditinjau dari kebutuhan Negara untuk mewujudkan tatanan 
kehidupan ekonomi yang tetap memberikan enghormatan terhadap hak – 
hak perseorangan secara seimbang dengan kepentingan masyarakat 
bangsanya. 
Dalam kerangka permasalahan inilah, kehadiran undang undang 
hak cipta perlu memperoleh perhatian yang sewajarnya. Dalam ilmu 
hukum, hak cipta seperti halnya hak hak lainnya yang dikenal dalam haki 




3. Sifat Hukum Hak Cipta 
Menurut undang – undang, ada 3 ( tiga ) sifat hukum hak cipta, yaitu : 
a. Hak cipta dianggap sebagai benda yang bergerak dan immaterial, 
yang dapat dialihkan kepada pihak lain, 
b. Hak cipta harus dialihkan dengan suatu akta tertulis, baik akta 
notaris maupun akta dibawah tangan. Peralihan hak cipta baik 
sebahagian maupun keseluruhan ini dapat terjadi karena 5 ( lima ) 
hal, yaitu : pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik Negara dan 
perjanjian. 
c. Hak cipta tidak dapat disita, alasannya adalah berhubungan dengan 
sifat ciptaan merupakan hak pribadi yang manunggal dengan diri 
                                                             
15 Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia ( teori dan analisis harmonisasi 




pencipta itu sendiri, sekalipun penciptanya telah meninggal dunia 




4. Pendaftaran ( Pencatatan ) Hak Cipta 
Pendaftaran hak cipta yang kini telah diubah istilahnya menjadi 
Pencatatan, dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu : 
 
1. Secara langsung kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum 
dan HAM di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940. 
2. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik 
Indonesia di seluruh Indonesia; 
3. Melalui Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. 
 
Prosedur pencatatan hak cipta sama untuk semua jenis ciptaan, 
yang berbeda hanyalah lampiran contoh ciptaannya. Pencatatan dapat 
dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan. 
Berikut ini adalah persyaratan pencatatan hak cipta lagu perorangan yang 
dilakukan secara langsung kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM: 
1. Mengisi formulir pencatatan. 
                                                             
16 Richard burton simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta : Rineka Cipta. 2007. Hlm. 70-71  
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2. Melampirkan contoh ciptaan dan uraian ciptaan berupa judul lagu, not 
balok atau not angka beserta syairnya ditulis dalam selembar kertas 
dan contoh lagu dalam bentuk CD. 
3. Melampirkan dokumen pendukung seperti identitas pemohon dan 
bukti kewarganegaraan, Surat Kuasa Khusus apabila melalui kuasa, 
Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Cipta. 
4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- 
(Lampiran Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan 
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). 
Jika permohonan diajukan atas nama perusahaan, maka dokumen berikut 
ini wajib dilampirkan dalam permohonan: 
1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh 
Notaris.  
2. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan yang akan menandatangani Surat 
Kuasa dan Surat Pernyataan. 
Prosedur pencatatan hak cipta adalah sebagai berikut:  
1. Setelah pengajuan permohonan pencatatan hak cipta, Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan administratif 
mengenai kelengkapan dokumen.  
2. Jika dalam pemeriksaan administratif dokumen belum lengkap, 
pemohon diberi waktu 3 bulan untuk melengkapinya.  
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3. Ditjen KI kemudian akan melakukan evaluasi dan jika tidak ada 
keberatan terhadap permohonan pencatatan hak cipta, Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual akan mengeluarkan Surat Pencatatan 
Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan. 
Keputusan menerima atau menolak permohonan wajib diberikan dalam 
waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 
permohonan. 
Perlu dipahami dengan baik bahwa Pencatatan Ciptaan lagu bukan 
merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta karena prinsip hak cipta 
adalah timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu 
ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. 
Akan tetapi, Pencatatan hak cipta memiliki manfaat-manfaat seperti: 
 Antisipasi adanya pihak lain yang menggunakan tanpa izin; 
 Antisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta; 




5. Jangka Waktu Hak Cipta 
Didalam perlindungan hak cipta di indonesia ini khususnya, 
tentunya memiliki jangka waktu yang telah di tentukan oleh undang – 
undang yang  
                                                             
17 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4454/tata-cara-pendaftaran-hak-cipta-lagu. 22 april 2016. 
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berlaku yaitu undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, 
dimana didalam undang undang ini di jelaskan tepatnya pada pasal 58 
ayat (1) yang berbunyi : perlindungan hak cipta atas ciptaan : 
a. Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya, 
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, 
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan 
ilmu pengetahuan, 
d. Lagu atau music dengan atau tabpa teks, 
e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan 
pantonim 
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, 
gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung dan kolase, 
g. Karya arsitektur 
h. Peta, dan 
i. Karya seni batik atau seni motif lainnya. 
Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 ( tujuh 
puluh ) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung dari tanggal 1 januari 
tahun berikutnya. 
Kemudian didalam ayat (2) dijelaskan juga bahwa  dalam hal ciptaan 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)  dimiliki oleh 2 ( dua ) orang atau 
lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal 
paling akhir  
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dan berlangsung selama 70 ( tujuh puluh ) tahun sesudahnya terhitung dari tanggal 
1 januari tahun berikutnya. 
Selanjutnya pada pasal (3) juga dijelaskan bahwa perlindungan hak cipta 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang dimiliki atau dipegang 
oleh badan hokum berlaku selama 50 ( lima puluh ) tahun sejak pertama kali 
dilakukan pengumuman. 
 
